BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERUBAHAN
DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan
bertambahnya beban kerja serta telah ditetapkannya
jabatan fungsional pengawas pemerintah maka perlu
dilakukan penyesuaian susunan organisasi Inspektorat
Kabupaten Majene;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 18
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
Tentang Pedoman teknis Organisasi dan tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan
fungsional pengawaspemerintah telah ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural
dibawah Inspektur Pembantu dihapus;

c. bahwa dengan sehubungan dengan hal tersebut huruf a
dan b maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Majene perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pembentukan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Majene;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten  Majene
Nomor 11);



10. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun
2008 tenrtang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008
Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan

BUPATI MAJENE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
susunan Organisasi Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
(Lembaga Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 12),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan
dan struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Inspektur Pembantu Wilayah I;

. Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;
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Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. Kelompok Jabatan fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



2. Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE,
ttd
H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
ttd
H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR14.
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19621231 199703 1 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 31 TAHUN 2014






